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PENDAHULUAN

Sejak lahirnya GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) sekitar 40
tahun yang lalu, lingkungan perdagangan dunia telah berubah dalam banyak
hal. Salah satu perubahan yang berarti menyangkut peningkatan pentingnya
negara-negara berkembang (LDCs). Tetapi partisipasi LDCs dalam GATT
tetap minimal, bahkan pada prakteknya mereka tetap berada di luar sistem
itu.

Haberler Report (Trends in International Trade, 1958), yang disiapkan
oleh sekelompok ahli yang ditunjuk oleh GATT, mengundang perhatian pada
peranan yang dimainkan oleh kebijaksanaan perdagangan negara-negara ma-
ju yang menimbulkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara
berkembang. Ini menyebabkan didirikannya sebuah komite baru oleh GATT,
yaitu Komite Ill, untuk menangani masalah-masalah khusus yang dihadapi
oleh negara-negara berkembang. Tetapi persoalan-persoalan itu ditangani
secara lebih efektif oleh UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development), suatu organisasi yang awalnya timbul sebagai sebuah konpe-
rensi satu kali yang diselenggarakan untuk membicarakan masalah-masalah
perdagangan khusus negara-negara berkembang.

UNCTAD memegang peranan dalam pengambilan Bagian IV yang baru
olen GATT pada tahun 1965 yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
khusus negara-negara berkembang (Pasal XXXVI, XXXVII dan XXXVIII).
Dia juga berperan dalam merangsang Generalised System of Preference
(GSP). Dengan demikian, pendekatan UNCTAD cukup berhasil.

Dari segi perasaan Bagian IV Perjanjian Umum bersimpati pada tuntutan-
tuntutan negara-negara berkembang, tapi dari segi substansi bagian itu berisi
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sedikit janji-janji yang eksplisit untuk memenuhi tuntutan tersebut. Tetapi
penambahan Bagian IV itu menyebabkan suatu ketidakseimbangan dalam
GATT sebab "’pihak pengontrak yang telah maju tidak mengharapkan tindak-
balas (reciprocity) atas janji-janji yang mereka buat dalam perundingan-
perundingan perdagangan untuk mengurangi atau menghilangkan tarif dan
hambatan lainnya bagi perdagangan pihak pengontrak yang sedang berkem-
bang.”

Sejak itu, non-reciprocity pada prinsipnya mendapat dukungan. Dalam
prakteknya, tindak-balas telah dibatasi pada ekonomi maju utama yang telah
banyak melakukan penawaran dan keuntungannya melimpah ke negara-
negara yang lebih kecil dan miskin. Dalam hal ini, kewajiban tindak-balas
tidak pernah dijalankan dengan keras. Ini dilakukan untuk memberi kelong-
garan bagi ketidakseimbangan yang jelas itu dalam hal ’kemampuan untuk

menawarkan,” khususnya antara negara-negara maju dan negara-negara
berkembang.!

Singkatnya, prinsip tindak-balas itu sampai batas tertentu membahayakan
kunci utama Perjanjian Umum, yaitu prinsip Most Favored Nation (MFN) ber-
dasarkan non-diskriminasi. Tetapi perlakuan MFN tanpa syarat memboleh-
kan *’free riders” dan dengan demikian mengurangi insentif untuk liberalisasi.
Sebab itu sebagai pengakuan atas masalah free rider yang berhubungan
dengan liberalisasi perdagangan, prinsip tindak-balas diperkenalkan terutama
untuk mendorong liberalisasi perdagangan multilateral. Dengan demikian hal
itu konsisten dengan tujuan dari prinsip MFN. Lebih jauh lagi, ’’adanya
kewajiban tindak-balas membantu mengurangi perlawanan domestik terha-
dap liberalisasi tarif.”2

Pendekatan UNCTAD, yang menyebabkan diberikannya preference dan
non-reciprocity, dianggap oleh negara-negara berkembang sebagai pencermin-
an hubungan dagang yang lebih berimbang antara negara kaya dan miskin
sebab mereka menghilangkan anomaly *’hak dan kewajiban yang sama di an-
tara yang tidak sama.”3

Tetapi laporan satuan tugas ini menyarankan bahwa pendekatan UNCTAD
tidak lagi tepat untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang dalam meng-
hadapi masalah-masalah perdagangan tahun 1980-an dan seterusnya. Dengan
kata lain, kebijaksanaan perdagangan negara-negara berkembang tidak bisa
lagi terletak terutama pada pembesaran preferensi tarif. Sebagian alasannya
terletak pada ketidaksamaan keberhasilan di antara negara-negara berkem-

|David Greenaway, International Trade Policy — From Tariffs to the New Protectionism (Lon-
don: The MacMillan Press Ltd., 1983), hal. 87-88.

2lbid., hal. 87.

3Lihat Isaiah Frank, Trade Policy Issues for the Developing Countries in the 1980s,” World
Bank Staff Working Paper No. 478, Agustus 1981, hal. 12.
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bang itu sendiri, di mana negara-negara tertentu telah mampu mencapai
kemajuan yang pesat dalam usaha pembangunan mereka dalam 15 tahun
terakhir ini. Maka dalam bidang kebijaksanaan perdagangan Korea Selatan
tidak dapat mengharapkan diperlakukan sama dengan Burundi.

Pengalaman juga menunjukkan bahwa pendekatan UNCTAD telah gagal
untuk meningkatkan posisi tawar-menawar negara-negara berkembang
selama putaran ketujuh perundingan perdagangan yang disponsori oleh
GATT, yaitu Tokyo Round, yang diselenggarakan dari tahun 1973 hingga
1979. Seperti dikatakan di tempat lain, hasil buruk bagi negara-negara
berkembang dari sistem asimetri yang telah berkembang dalam GATT telah
dapat diduga. Ini terjadi oleh kenyataan bahwa dalam ’’suatu sistem di mana
semua negara maju terikat pada peraturan dan semua negara berkembang
tetap menguasai kedaulatan kebijaksanaan perdagangan,” sangatlah tidak
mungkin peraturan-peraturan itu akan ditaati oleh negara-negara maju meng-
ingat kurangnya kekuatan tawar-menawar atau kekuasaan untuk memaksa-
kan pelaksanaannya di pihak negara-negara berkembang.4

Memang suatu keterbatasan yang melekat pada posisi tawar-menawar
negara-negara berkembang dalam pertemuan-pertemuan perundingan perda-
gangan multilateral (MTN) yang lalu adalah kurangnya penawaran liberalisasi
di pihak mereka sendiri yang sebenarnya dapat digunakan sebagai bargaining
chips.5 Pidato-pidato dan resolusi-resolusi UNCTAD tidak lagi mencukupi.

Pemotongan tarif MFN lebih jauh dalam MTN malah menyebabkan suatu
erosi pada batas preferensi (margins of preferences) yang dinikmati oleh
negara-negara berkembang di bawah GSP. Samasekali tidak jelas apakah
kerugian dari erosi batas preferensi, atau kerugian bagi negara-negara
berkembang akibat diversifikasi perdagangan di negara-negara pemberi
preferensi adalah lebih besar daripada keuntungan dari diciptakannya per-
dagangan di negara-negara itu yang berasal dari pemotongan tarif MFN atas
produk-produk non-GSP. Selain itu, berbeda dari kelonggaran MFN, kelong-
garan GSP tidaklah mengikat dan dengan demikian mereka dapat diubah atau
dicabut dengan pemberitahuan singkat. Secara keseluruhan, pentingnya tarif
dibandingkan dengan rintangan non-tarif dalam perdagangan telah sangat
berkurang.

Meskipun demikian, ada alasan-alasan kuat mengapa negara-negara ber-
kembang kecewa dengan hasil Tokyo Round. Yang terutama di antara bidang-
bidang kepentingan vital negara-negara berkembang adalah kegagalan untuk

4Lihat Lawrence B. Krause, "The Developing Countries and the GATT,” dalam Pacific
Perspectives on Trade Policy Issues, ed. Young Soogil (Seoul: Korea Development Institute,
Februari 1985), hal. 158.

5Gary Clyde Hufbauer dan Jeffrey J. Schott, " Trading for Growth: The Next Round of Trade
Negotiations,” Institute for International Economics, Policy Analyses in International Economics
No. 11 (September 1985): hal. 32-36.
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PERJANJIAN-PERJANJIAN TOKYO ROUND: STATUS PADA | JULI 1985

Tabel |

Negara

Berkembang

yang Protokol Protokol Ham- Pembelian
Melakukan ~ Jenewa Suplemen batan Peme-
Kontrak 1979 1979 Teknis rintah
Argentina A S

Brasilia A A

Chili A A
Colombia

Republik A

Dominika

Mesir A A

Yunani S

Haiti A

India A A
Indonesia A

Israel S A

Pantai Gading A

Jamaica A

Malawi

Malaysia A

Pakistan A A

Peru A

Filipina A

Rwanda S
Singapura A A A
Turki

Uruguay A

Yugoslavia A A

Zaire A

.Subsidi
Perim-
bangan

A*

Perjanjian Pesawat ~ Anti
Daging Keabsahan Lisensi Terbang Banting

Sapi  Agenda Bea Cukai Impor  Sipil Harga

A A S* S
A A’ A
A
A
A S A S A
S
A* A A
A*
A A
A
A A
A A A
A A

*Reservasi, Kondisi dan/atau deklarasi; A = Accepted (diterima); B = Signed (diterima dengan penundaan).

Sumber: GATT Activities 1984.
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meliberalisasikan pembatasan kuantitatif (QRs) yang ada atau untuk mem-
batasi pengendalian ekspor sukarela (VERs) dan pernjanjian-perjanjian
pemasaran yang tertib (OMASs). Kegagalan untuk merundingkan *’peraturan
perlindungan multilateral” memperbesar kemungkinan diterapkannya escape
clause berdasarkan diskriminasi, atau selektifitas, dalam hal ’’gangguan
pasar.”

Salah satu keberhasilan yang dianggap telah dicapai oleh negara-negara
berkembang, yaitu pengembangan kerangka perjanjian - enabling clause —
memberi legitimasi untuk *’perlakuan khusus dan differensial” bagi negara-
negara berkembang. Kerangka perjanjian itu juga memberi legitimasi untuk
preferensi tarif, yang nilainya sekarang dipertanyakan. Perlakuan khusus dan
differensial juga dibahayakan oleh penerapan prinsip MFN bersyarat di
bidang tindakan non-tarif, yaitu dalam peraturan NTB. Maka keuntungan
dari peraturan itu hanya berlaku bagi negara-negara yang menandatangani
peraturan itu sendiri. Memang, tidak ada negara berkembang yang menanda-
tangani semua peraturan itu (lihat Tabel 1). Selain itu, perlakuan khusus dan
differensial telah diimbangi dengan dimasukkannya prinsip penahapan atas
desakan negara-negara maju. Masalah bagi ASEAN saat ini adalah merumus-
kan suatu strategi baru yang dapat secara efektif melayarii kepentingan kebi-
jaksanaan perdagangan negara-negara anggotanya yang, secara individual
maupun kolektif, mempunyai taruhan yang besar dalam memelihara akses ke
pasaran perdagangan dunia.

Bagian berikutnya dari laporan memberi tinjauan tentang keberhasilan
perdagangan negara-negara ASEAN belakangan ini. Ini diikuti diskusi ten-
tang elemen-elemen strategi ASEAN dalam GATT yang membahas masalah
resiprovitas, selektifitas, persyaratan-persyaratan dan penahapan. Bagian
terakhir laporan membahas beberapa masalah spesifik yang relevan bagi
negara-negara ASEAN dalam perundingan perdagangan multilateral berikut-
nya, yaitu Uruguay Round.

TINJAUAN HASIL PERDAGANGAN ASEAN

Suatu tinjauan tentang keberhasilan perdagangan harus mengingat bahwa
negara-negara ASEAN, pada tingkat yang lebih besar atau kecil, secara sadar
telah mengambil strategi yang ditujukan pada ekspor untuk meningkatkan
pembangunan ekonomi mereka. Lebih jauh lagi, peningkatan bagian ASEAN
dalam produk dan pasaran perdagangan dunia akan dicapai melalui keterli-
batan aktif dalam pengembangan dinamis pembagian produksi internasional.

Pengalaman negara-negara industri baru (NICs) Asia Timur pada tahun
1960-an dan 1970-an menunjukkan pentingnya lingkungan internasional
dalam peningkatan pertumbuhan dan perubahan struktural di negara-negara
itu dan kemampuan bersaing internasional mereka. Pertumbuhan cepat dalam
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ekspor barang-barang manufaktur dari NICs Asia Timur pada periode itu
sebagian adalah akibat ronde keenam dari perundingan perdagangan, Ken-
nedy Round, dari tahun 1964 hingga 1967.

Potensi untuk berlanjutnya pergeseran cepat dalam keuntungan kom-
paratif dari sekelompok negara ke kelompok lain yang lebih rendah dalam
skala pembangunan tidaklah habis, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.
Apakah potensi untuk pembagian produksi internasional yang baru, yang
melibatkan bagian yang lebih besar untuk negara-negara ASEAN, akan dapat
diwujudkan sangat bergantung pada kebijaksanaan politik dalam negeri
mereka masing-masing. Haruslah dicatat bahwa kebijaksanaan dapat sangat
dipengaruhi oleh cara berkembangnya sistem perdagangan internasional.6

Sejak Tokyo Round, ekspor negara-negara berkembang telah menghadapi
meningkatnya rintangan di pasar-pasar negara maju, khususnya untuk tekstil
dan pakaian jadi, sepatu, baja dan barang-barang elektronik, yang mencer-
minkan erosi umum dari sistem perdagangan dunia. Yang menjadi keprihatin-
an khususnya adalah kenyataan bahwa peningkatan proteksi di negara-negara
maju dipusatkan pada sektor-sektor di mana keuntungan komparatif telah
bergeser dan telah mengambil bentuk QR yang secara langsung membatasi
ekspansi perdagangan berdasarkan biaya komparatif.

Maka liberalisasi Q.R yang telah ada seharusnya menjadi tujuan utama
negara-negara berkembang, di samping suatu sistem perlindungan yang di-
sempurnakan. Multifiber Arrangement (MFA), yang telah diperpanjang sam-
pai 31 Juli 1991, secara progresif telah dibuat lebih mengekang bagi eksportir
negara-negara berkembang. Meskipun peningkatan bagian negara-negara
berkembang dalam ekspor tekstil dan pakaian dunia secara keseluruhan,
adanya MFA telah mencegah mereka untuk sepenuhnya mengeksploitir keun-
tungan komparatif mereka.

Penggunaan VER telah menjadi aturan dalam perdagangan komoditi
tertentu. Muangthai, misalnya, telah memasuki perjanjian VER empat tahun
yang baru (1987-1990), yang menyangkut perdagangan tapiokanya dengan
Masyarakat Eropa.7 Ancaman Undang-undang Jenkins bagi negara-negara
Asia Timur umumnya, berdasarkan apa yang dinamakan konsep ’’gangguan
pasar,” sangat nyata dengan tidak adanya peraturan perlindungan multila-
teral. Kecenderungan untuk mengambil tindakan perdagangan sektor khusus
secara bilateral, seperti yang akan dibahas kemudian, akan mempunyai efek
menghalangi kompetisi, tidak hanya antara para produser di negara-negara
maju dan penyalur biaya lebih rendah di negara-negara berkembang, tetapi
juga di antara negara-negara berkembang itu sendiri. VER dan pengaturan

6Lihat I. Frank, "Trade Policy Issues,” hal. 1.

TTentang kontroversi mengenai persetujuan ini, lihat Far Eastern Economic Review, 12 Juni
1986, hal. 130-131.
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pembagian pasar bilateral yang lain telah menyebar-luas sebab mempunyai
ciri-ciri yang menarik, baik untuk produser domestik dari produk yang ber-
saing dengan impor maupun bagi para eksportir. Bahkan para eksportir baru
mungkin akan menyambut baik pengaturan itu, karena ia menyediakan
kesempatan untuk memperbesar penjualan dan meningkatkan bagian pasar.

Semua masalah ini jelas penting bagi negara-negara ASEAN saat ini yang
telah memulai proses industrialisasi juga dengan pasaran dunia dalam
pikirannya. Dari segi strategi, negara-negara ASEAN harus memutuskan
apakah mereka menginginkan, atau mereka mampu, untuk memasuki peng-
aturan-pengaturan bilateral, meskipun pengaturan-pengaturan itu menyim-
pang dari prinsip-prinsip GATT. Mengingat situasi negara-negara ASEAN
saat ini, pilihan mereka mungkin memang terbatas.

Sejak 1981 hasil ekspor semua negara-negara ASEAN terus-menerus mem-
buruk. Seperti ditunjukkan pada Tabel 2, ada sedikit kenaikan ekspor mereka
pada tahun 1984 yang turun lagi pada tahun 1985. Turunnya ekspor segera
mempengaruhi impor dan pada gilirannya telah menurunkan tingkat pertum-
buhan ekonomi di kawasan itu.

Tabel 2
EKSPOR DAN IMPOR PERDAGANGAN NEGARA-NEGARA ASEAN
(Perubahan % Tahunan)
Ekspor Impor

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Brunei 43,8 72,9 128 54 11,1 55 188 41,0 446 28 242 10 -141 20,5
Indonesia 338 40,6 8,7 6,2 53 35 162 80 500 224 27,0 30 -151 328
Malaysia 49,4 17,0 9,2 23 173 17,2 70 323 38,0 7,0 7.2 6,7 6,2 125
Filipina 343 25,7 11 12,3 17 83 136 286 254 2,2 25 -4,8 20,4 145
Singapura 40,5 36,1 8,2 -0,9 50 103 52 351 36,1 148 22  -01 18 8,5
Muanglhai 29,7 22,6 81 13 8,2 16,4 33 338 286 8,0 143 205 13 9,7

Sumber: IMF, Direction of Trade Statistics, 1986 Yearbook.

Tingkat pertumbuhan ekspor negara-negara ASEAN di 1979 berada dalam
urutan 30 sampai 50%. Pada tahun 1985 mereka semua berada pada minus,
berkisar antara -3% untuk Muangthai sampai -9% untuk Brunei. Indonesia,
negara yang sangat bergantung pada ekspor minyak seperti halnya Brunei,
juga mencatat penurunan sekitar 16%. Dalam hal Malaysia, penurunannya
adalah moderat (-7%), tapi tetap lebih besar daripada penurunan ekspor
semua negara-negara berkembang (-4,5%). Hasil ekspor yang buruk Filipina
disebabkan terutama oleh gejolak politik dalam negeri yang terjadi terus-
menerus di negara itu. Menurunnya ekspor Singapura sampai tingkat tertentu
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terjadi akibat memburuknya kondisi di kawasan ASEAN di samping membu-
ruknya kondisi permintaan global.8

Impor negara-negara ASEAN, yang pada tahun 1970-an tumbuh dengan
kira-kira 30% sampai 40% per tahun, telah berhenti sejak 1981. Indonesia
bahkan telah mengurangi impornya sekitar 30% pada tahun 1985. Semua
negara ASEAN, kecuali Brunei, juga mengurangi impor mereka sekitar 10%
pada tahun 1985.

Pemerintah Indonesia telah melancarkan serangkaian kebijaksanaan yang
ditujukan untuk merangsang ekspor non-minyak. Hasilnya sejauh ini masih
belum menentu. Kebijaksanaan untuk diversifikasi pasar juga diambil oleh
negara-negara ASEAN lainnya. Tetapi semua mengakui bahwa negara-negara
maju, terutama Amerika Serikat, Jepang dan Masyarakat Eropa, akan tetap
merupakan pasar utama mereka. Muangthai telah cukup berhasil dalam
menembus pasar-pasar yang baru, termasuk pasar Amerika Serikat yang besar
untuk barang-barang jadi. Profil tingginya dan sikap agresifnya dalam front
perdagangan yang melibatkan pengembangan rumah-rumah dagang Muang-
thai dan kemampuan lobbying, tampaknya telah berhasil.

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 3, bagian pasar Amerika Serikat dalam
ekspor keseluruhan Muangthai hampir berlipat dua dalam enam tahun
terakhir ini, dari 11 % di tahun 1979 menjadi 20% di tahun 1985. Perkembang-
an semacam itu juga dapat dilihat pada ekspor Singapura di mana bagian dari
Amerika Serikat meningkat dari 14% menjadi 22% dalam waktu yang sama.
Peningkatan yang kurang dramatis dalam bagian pasar AS itu dialami oleh
Filipina dan Indonesia. Bagian Jepang menurun cukup berarti dalam ekspor
Muangthai dan sampai batas yang lebih kecil dalam ekspor Filipina, tapi tetap
cukup stabil dalam ekspor negara-negara ASEAN lainnya. Periode 1979-1985
juga melihat suatu penurunan umum bagian Masyarakat Eropa dalam ekspor
negara-negara ASEAN.

Perdagangan ekspor Malaysia, Filipina dan Brunei tampaknya telah
diarahkan menjauh dari negara-negara industri. Bagian dari pasar ekonomi
industri dalam ekspor Malaysia menurun dari 63% di tahun 1979 menjadi
55% di tahun 1985. Dalam kasus Filipina dari 82% menjadi 74% dan dalam
kasus Brunei dari 82% menjadi 68%. Bagian-bagian itu tetap stabil dalam
ekspor Singapura dan Muangthai, dan naik sedikit dalam ekspor Indonesia.
Pembangunan di bidang impor sangat merupakan bayangan cermin dari pem-
bangunan di bidang ekspor.

Demikian pula, bagian dari negara-negara berkembang -- terutama
ASEAN sendiri - telah meningkat dalam ekspor Malaysia (dari 32% menjadi
42%), Filipina (dari 15% menjadi 24%) dan Brunei (dari 14% menjadi 28%).

8Lihat Laporan Komite Ekonomi, The Singapore Economy: New Directions (Ministry of
Trade & Industry, Republic of Singapore, Februari 1986).



ASEAN DAN GATT 853

Ekspor Singapura ke negara-negara berkembang tetap berkisar antara 50%
sampai 55% dari ekspor keseluruhannya. Dalam kasus Muangthai, tetap
sekitar 40% sepanjang periode 1975-1985. Sebaliknya, ekspor Indonesia dan
Brunei terutama diarahkan ke negara-negara industri, sebagian besar oleh
karena bagian minyak dan gas yang tinggi. Tabel 4 juga menunjukkan ba-
gian dari perdagangan intra-ASEAN dalam ekspor setiap negara anggota-
nya. Bagian itu meningkat dalam kasus Filipina (yang mulai dari dasar yang
sangat rendah), Malaysia dan Brunei. Bagian itu tetap berada pada tingkat
yang kira-kira sama untuk Singapura (22% sampai 25%) dan Muangthai
(15% sampai 17%), tetapi menurun dalam kasus Indonesia dari 14% pada
tahun 1979 menjadi 8% pada tahun 1985.

Tabel 4
EKSPOR DAN IMPOR PERDAGANGAN NECARA-NEGARA ASEAN DENGAN
NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, 1979-1985
(<fo dari Keseluruhan)
Ekspor impor

1979 1980 198! 1982 983 1984 1985 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Brunei KJ 17.7 183 15,2 20.7 215 28.0 341 29,8 36.0 356 351 374 52,6
(ASEAN) (103) (127) (138 (11.00 (132 (161) (208) (284) (26.1) (320) (27.9) (308) (325) (49.4)
Indonesia 214 20,2 241 245 25,6 225 178 279 299 291 34,2 36,6 313 196
(ASEAN) (142) (126) (11.9) (137) (164) (H4) (79 (11.6) (125 (192) (196) 239 (140) ( 69)
Malaysia 32,1 355 419 44.7 44,4 44,0 41.6 31.6 338 342 335 33.2 325 354
(ASEAN) (203) (226) (26.8) (30,0) (283) (266) (259) (146) (164) (179 (199 (189) (195) (224)
Filipina 148 196 212 23,0 196 218 236 30,2 36.5 38,6 36,4 387 39.7 425
(ASEAN) ( 4.1) ( 6,6) (73 (72 (73 (9.7) (11,4) (63) (6.7) ( 8.0) (75) (93) (12,5) (14,5)
Singapura 52,6 56,3 56.7 57,8 55,5 519 50,4 49.1 48.6 513 51.1 49.2 47.9 475
(ASEAN) (218) (222) (226) (248) 235 (231) (2L9) (183) (17.0) (157) (164) (17.4) (186) (18.0)
Muangthai 380 381 413 426 411 413 402 326 412 392 411 363 371 36,1
(ASEAN) (16.8) (16.4) (14.8) (15.6) (15.7) (14.2) (14.5) ( 9.0) (12.0) H.7) (13.2) (13,2) (15.8) (17,9)

Sumber; IMF, Direction of Trade Statistics, 1986 Yearbook.

Jika diperiksa bersama Tabel 2 dan 4 memberi kesan suatu hipothesa yang
menarik, seperti yang telah diajukan beberapa waktu yang lalu oleh Lewis,9
yaitu bahwa negara-negara ASEAN yang mempunyai hubungan perdagangan
lebih besar dengan negara-negara berkembang itu sendiri telah mampu men-
capai hasil ekspor yang lebih baik. Tapi tidak jelas kesimpulan kebijaksanaan
apa yang dapat diambil dari usulan ini.

Tabel 5 menunjukkan komposisi komoditi ekspor ASEAN dari tahun 1979
sampai 1983. Ekspor Brunei terutama terdiri dari minyak dan gas, dan
konsentrasi tinggi kedua komoditi ini (SITC 3) tidak berubah selama periode
1979-1983. Bagian minyak dan gas telah meningkat dalam kasus Indonesia,
dari 65% pada tahun 1979 menjadi 76% pada tahun 1983. Tetapi Indonesia
juga meningkatkan bagian produk manufaktur (SITC 6 sampai 8) dalam
ekspornya, dari 5% pada tahun 1979 menjadi 8% pada tahun 1983. Kenaikan

9Arthur Lewis, ""The Slowing Down of the Engine of Growth,” American Economic Review
(September 1980).
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ini terjadi akibat peningkatan ekspor kayu lapis (SITC 63), tekstil (SITC 65),
aluminium (SITC 68), barang elektronika (SITC 72), furniture (SITC 83),
pakaian (SITC 84) dan sepatu (SITC 85). Dalam hal nilai, itu melibatkan
kenaikan dari US$0,8 milyar menjadi US$1,7 milyar.

Ekspor minyak Malaysia meningkat cukup besar pada periode 1977-1981,
mengikuti boom minyak yang kedua. Tetapi ekspor produk manufakturnya
(SITC 6 sampai 8) juga berlipat dua dalam hal nilai selama periode itu.
Kenaikan itu terutama datang dari barang-barang elektronika (SITC 72),
tetapi juga dari tekstil dan pakaian (SITC 65 dan 84), sepatu (SITC 85) dan
produk-produk kayu (SITC 63). Perkembangan ini agak mirip dengan In-
donesia, tapi pada tingkat yang cukup tinggi dalam kasus Malaysia. Malaysia
adalah eksportir minyak tumbuh-tumbuhan (minyak kelapa) yang penting.

Bagian produk manufaktur dalam ekspor Filipina meningkat dari 20%
pada tahun 1979 menjadi sekitar 25% pada tahun 1983. Seperti kedua negara
sebelumnya, produk utamanya adalah produk kayu (SITC 63), tekstil dan
pakaian (SITC 65 dan 84), furniture (SITC 82) dan barang-barang elektronika
(SITC 72). Secara presentase ekspor minyak tumbuh-tumbuhan (vegetable oil)
(SITC 42) turun dari 16% pada tahun 1979 menjadi 11% pada tahun 1983,
tetapi dalam hal nilai itu tetap berjumlah lebih dari US$0,5 milyar pada tahun
1983.

Ekspor produk manufaktur (SITC 6 sampai 8) Singapura juga naik dari
43% menjadi 47% dari ekspor keseluruhan dari tahun 1979 sampai tahun
1983. Kenaikan utama meliputi aneka-ragam mesin (SITC 71), barang-barang
elektronika (SITC 72) dan peralatan angkutan (SITC 73). Ekspor barang-
barang manufaktur Muangthai (SITC 6 sampai 8) naik menjadi 34% pada
tahun 1983, tetapi ekspor utamanya tetap hasil-hasil pertanian (SITC 0) yang
berjumlah sampai 50% dari keseluruhan ekspornya pada tahun 1983. Ekspor
hasil-hasil tropis juga penting bagi Filipina.

Tinjauan singkat ini mengungkapkan bidang kebijaksanaan perdagangan
yang penting bagi negara-negara ASEAN secara individu. Perdagangan di
bidang pertanian sangat penting bagi Muangthai dan sampai batas tertentu
juga bagi Filipina. Perdagangan barang-barang manufaktur adalah penting
bagi semua negara ASEAN kecuali Brunei. Ini sangat penting bagi Indonesia
sebagai pendatang baru.

Tabel 6 menunjukkan pentingnya pasar Amerika Serikat, Jepang dan
Masyarakat Eropa bagi ekspor komaoditi individu dari setiap negara ASEAN
pada tahun 1984. Dalam perdagangan hasil pertanian ketiga pasar itu sama
pentingnya bagi Indonesia. Masyarakat Eropa penting bagi Muangthai dan
Malaysia, sedangkan Jepang dan Amerika Serikat adalah pasar yang penting
bagi Filipina. Dalam perdagangan bahan mentah (kecuali minyak), Jepang
secara pasti adalah pasar bagi Indonesia, Malaysia, Filipina dan Muangthai.
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Jepang juga merupakan pasar yang penting untuk ekspor minyak dan gas dari
Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Dalam perdagangan barang-barang manufaktur, Amerika Serikat telah
menjadi pasar yang terpenting bagi semua negara ASEAN, kecuali Brunei
- yang ekspor barang-barang manufakturnya tak berarti. Dalam ekspor
barang-barang manufaktur dasar (SITC 6) ketiga pasar itu sama pentingnya
bagi Indonesia, Malaysia, Filipina dan Muangthai, tetapi dalam ekspor mesin
dan peralatan angkutan (SITC 7) serta berbagai barang manufaktur lainnya
(SITC 8) Amerika Serikat sangat menonjol. Bahkan ekspor barang-barang
manufaktur ke Amerika Serikat (SITC 6 sampai 8) merupakan sekitar 90%
dari keseluruhan ekspor Singapura ke negara itu, 74% dari ekspor Malaysia,
dan masing-masing 66% dan 65% dari ekspor Muangthai dan Filipina.

Tabel 7
IMPOR AS DARI ASEAN, 1976-1985
(Perubahan % Tahunan)
1976-1979 1979-1983 1983-1985

Brunei 97 a a
Indonesia 13,8 9,6 6,7
Malaysia 22,7 05 43
Filipina 135 7,0 39
Singapura 20,5 17,9 219
Muangthai 20,4 12,5 22,1

ASEAN 16,7 84 55
Dunia 138 4,9 158
Negara-negara Industri 13,0 8,0 21,4
Negara Berkembang Pengekspor Minyak 13,0 -15,0 -6,5
Negara Berkembang yang Lain 15,9 9,9 9,6

aSejak 1983 impor AS dari Brunei menurun secara drastis.

Sumber: IMF, Direction of Trade Statistics, 1956 Yearbook.

Untuk mempertahankan pasar Amerika Serikat mungkin agak ’mahal”
bagi negara-negara ASEAN karena meningkatnya sentimen proteksionis di
negara itu. Tetapi pengalaman Singapura dan Muangthai menunjukkan
bahwa pasar Amerika Serikat adalah pasar yang sangat menarik, kalaupun
hanya karena besarnya. Tabel 7 menunjukkan bahwa pertumbuhan impor
Amerika Serikat dari ASEAN telah menurun, dari rata-rata 16,7% per tahun
pada periode 1976-1979 menjadi 8,4% per tahun pada periode 1979-1983 dan
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lebih jauh menjadi 5,5% per tahun pada periode 1983-1985. Pada kedua
periode yang lebih dulu tingkat pertumbuhan impor Amerika Serikat dari
ASEAN tetap lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan keseluruhan impor
AS seperti halnya impor AS dari kelompok negara-negara industri. Pada
periode 1983-1985 impor Amerika Serikat dari ASEAN tumbuh lebih lambat
daripada dari kelompok negara-negara industri dan negara-negara berkembang
non-minyak. Ini terutama disebabkan oleh kemunduran dan penurunan impor
Amerika Serikat dari eksportir minyak dan gas ASEAN -- Brunei, Indonesia
dan Malaysia - dan dari Filipina. Tetapi Singapura dan Muangthai bisa me-
ningkatkan ekspor ke Amerika Serikat, masing-masing sekitar 22% per tahun
selama periode tindakan proteksionis yang keras itu.10 Meskipun demikian
kedua negara yang sukses itu sama-sama menghadapi masalah serius untuk
mendapatkan jalan masuk ke pasar seperti yang dihadapi oleh negara-negara
yang kurang sukses, kalau malahan tidak lebih serius sehubungan dengan
kesuksesan mereka.

Selama kunjungan Presiden Reagan ke Bali pada bulan'April 1986, para
menteri luar negeri ASEAN telah menyampaikan keprihatinan perdagangan
spesifik setiap negara ASEAN kepada Menteri Luar Negeri AS Schultz.ll
Muangthai merasa prihatin khususnya bahwa ketentuan beras dalam Undang-
undang Keamanan Makanan Amerika Serikat secara spesifik membuat ekspor
beras Muangthai sebagai sasaran untuk membenarkan kebijaksanaan bantuan
harga bagi para petani beras Amerika.12

Keprihatinan ASEAN akan proteksionisme Amerika Serikat telah dikemu-
kakan pada Amerika Serikat pada Dialog ASEAN-AS yang kedua pada akhir
1970-an. Tetapi dalam berbagai Dialog ASEAN-AS sebagaimana Dialog
ASEAN dengan partner dagang lainnya, perhatian yang cukup telah diberikan
oleh ASEAN pada perbaikan-perbaikan dalam GSP. Ini barangkali karena
kenyataan bahwa perundingan tentang GSP oleh ASEAN cocok untuk meka-
nisme dialog, yaitu secara bilateral antara ’donor” GSP dan ’’penerima”
GSP.13 Selain itu, perpanjangan preferensi tarif bagi negara-negara berkem-
bang di bawah GSP telah merupakan ciri yang menonjol dari kebijaksanaan
perdagangan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang, dan
sebab itu, ia cocok dengan sifat Utara-Selatan dari dialog tersebut. Dilihat
dari sudut pandangan ini ASEAN membutuhkan pendekatah-pendekatan
baru, khususnya yang menyangkut masalah-masalah perdagangan.

10Lihat juga Soesastro, "ASEAN-US Economic Relations: An Update,” The Indonesian
Quarterly, Vol. XIII, No. 3 (Juli 1985): hal. 376-398.

11Far Eastern Economic Review, 8 Mei 1986, hal. 14-16.

I2Undang-undang itu berasal dari tekanan untuk membalas tindakan banting harga Masyara-
kat Eropa atas produk-produk pertanian yang mendapat subsidi besar.

13Soesastro, "ASEAN and North-South Trade Issues,” The Indonesian Quarterly, Vol. XI,
No. 3 (Juli 1983): hal. 59-82.
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MASALAH-MASALAH KHUSUS PERDAGANGAN PRODUK MANU-
FAKTUR*

Bahan kimia dan produk lainnya yang berhubungan (SITC 5), barang-
barang manufaktur (SITC 6), mesin-mesin dan peralatan angkutan (SITC 7)
dan barang-barang manufaktur lainnya (SITC 8) hanya merupakan 19,7%
dalam impor keseluruhan OECD dari negara-negara ASEAN pada tahun 1972
dibandingkan dengan hampir 63% dalam impor OECD dari semua negara.
Tetapi sejak tahun 1984, bagian gabungan dari keempat seksi ini dalam
keseluruhan impor OECD dari negara-negara ASEAN telah naik menjadi
33,3% dibandingkan dengan 60% keseluruhan impor OECD dari semua
negara. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, perdagangan barang manufaktur
telah memperoleh arti penting dalam perdagangan eksternal ASEAN dengan
negara-negara OECD. Kedua, ASEAN juga telah semakin penting dalam hal
perdagangan barang-barang manufaktur internasional.

Beberapa barang manufaktur mempunyai arti yang sangat penting bagi
ASEAN. Dalam hal urutan bagian mereka dalam keseluruhan impor OECD
dari ASEAN, mesin-mesin listrik (SITC 77) berada pada urutan pertama,
disusul oleh benda-benda perlengkapan pakaian (SITC 84), mesin-mesin kan-
tor dan peralatan pengolahan data otomatis (SITC 76), logam non-besi (SITC
68), barang-barang gabus dan kayu (SITC 63) dan barang-barang tekstil
(SITC 65). Sementara perluasan yang cepat ditunjukkan oleh divisi lain dari
barang-barang manufaktur, seperti furniture dan suku cadang, barang-barang
perjalanan, sepatu dan peralatan profesi dan ilmiah, sumbangan mereka pada
keseluruhan impor OECD dari ASEAN belum berarti.

Melihat konsentrasi komoditi dalam ekspor barang manufaktur ASEAN
ke negara-negara OECD yang pada gilirannya merupakan anggota inti GATT
dari siapa negara-negara ASEAN dapat mengharapkan konsesi-konsesi per-
dagangan pada saat babak baru perundingan GATT berlangsung, masalah-
masalah yang menyangkut perdagangan produk yang telah disebut di atas
adalah sangat penting bagi batas di mana negara-negara ASEAN dapat
menarik keuntungan dari babak baru itu. Ini tidak menutup kemungkinan
bahwa anggota ASEAN sendiri-sendiri bisa memberi urutan prioritas masalah
yang berbeda. Masalah yang menyangkut perdagangan pakaian jadi, misal-
nya, adalah sangat penting bagi Indonesia, tapi tidak terlalu penting bagi
Singapura yang mungkin menganggap masalah-masalah yang menyangkut
perdagangan mesin-mesin listrik sebagai yang terpenting.

Adalah sulit untuk membuktikan bahwa keberhasilan negara-negara
ASEAN untuk mendiversifikasikan ekspor mereka adalah akibat GSP.
Mungkin suatu kebetulan bahwa keberhasilan diversifikasi itu terjadi pada
periode di mana GSP tersedia. Tetapi baik negara-negara ASEAN maupun

Bagian ini ditulis oleh Djisman S. Simandjuntak.
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negara-negara *’donor” GSP utama cenderung untuk menghubungkan keber-
hasilan ekspor barang-barang manufaktur ASEAN dengan eksistensi GSP,
yang mengundang kesimpulan negara-negara ASEAN bahwa GSP harus tetap
dipertahankan dan para ’donor” GSP itu sebaliknya, meminta tinjauan
ulang, kalaupun bukan penghapusan, GSP. Sebab itu masalah-masalah yang
berhubungan dengan GSP, seperti ketentuan-ketentuan tentang kebutuhan-
persaingan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat merupakan salah satu bi-
dang perhatian ASEAN. Suatu tinjauan mengenai GSP kiranya akan
mengurangi kegairahan negara-negara ini untuk berpartisipasi dalam babak
baru, kecuali apabila suatu pengganti disediakan yang hanya bisa berarti suatu
liberalisasi yang besar berdasarkan MFN yang meliputi produk-produk yang
merupakan perhatian khusus ASEAN sebagai barang-barang yang bisa
diekspor.

Pengandaian ASEAN pada ekspor pakaian adalah jelas dan pengandaian
ini akan berlanjut dalam waktu mendatang. Seperti dapat dilihat pada Tabel
8, barang pakaian dan perlengkapannya menunjukkan 4,2% dari keseluruhan
impor OECD dari ASEAN pada tahun 1984. Bagian ini bahkan sampai men-
capai 12% dalam kasus Filipina. Meskipun tumbuh sangat lambat daripada
mesin-mesin listrik, mesin-mesin kantor dan peralatan ADP antara tahun 1972
dan 1984, barang-barang pakaian dan perlengkapannya dengan tingkat per-
tumbuhan tahunan sebesar 26% masih berada di antara barang-barang
manufaktur di mana ekspor negara-negara ASEAN menunjukkan pertumbuh-
an yang cepat dan nilai yang berarti pada saat yang bersamaan. Maka pem-
batalan Multi Fiber Arrangement (MFA) atau perbaikan GATT dalam per-
dagangan produk tekstil adalah salah satu sasaran utama negara-negara
ASEAN dalam babak baru itu.

Pada tingkat yang lebih kecil, selektifitas komoditi yang mengganggu per-
dagangan tekstil selama bertahun-tahun telah mempengaruhi sejumlah pro-
duk manufaktur lainnya. Bahkan usaha ke arah selektifitas yang jelas berarti
diskriminasi negara, karena selektifitas biasanya dirancang untuk menahan
impor dari penyalur yang paling sukses, telah merupakan elemen penting
dalam erosi lingkungan perdagangan global dalam tahun-tahun belakangan
ini. Korban dari selektifisme termasuk antara lain bermacam-macam produk
kimia, produk besi dan baja, peralatan telekomunikasi, pesawat TV, video
recorder dan kendaraan serta produk-produk lain yang diancam untuk men-
jadi korban berikutnya seperti sepatu dan produk kayu. Tidak semua produk
ini penting sekali bagi ASEAN saat ini, meskipun potensi untuk terlibat dalam
friksi pada kategori perdagangan ini adalah jelas melihat tingkat pertumbuhan
ekspor ASEAN yang mengejutkan untuk beberapa produk itu.

Berbagai tindakan kebijaksanaan dilibatkan dalam selektifisme kontem-
porer, di mana bea anti-banting harga” adalah yang paling sering
digunakan. Kasus-kasus anti-banting harga di Amerika Serikat, misalnya, ber-
jumlah besar. Mereka menyebabkan dikenakannya bea anti-banting harga



ASEAN DAN GATT 861

dalam 14 kasus pada tahun 1983, 22 kasus pada tahun 1984 dan 5 kasus pada
enam bulan pertama tahun 1986 sementara penemuan negatif berjumlah 46 di
tahun 1983, 68 kasus di tahun 1984 dan 69 pada enam bulan pertama tahun
1985 dan penyelidikan yang sedang berlangsung berjumlah 124 sampai 31
Agustus 1985.14

Tabel 8
KOMPOSISI KOMODITI IMPOR OECD DARI
KELIMA ANGGOTA ORISINAL ASEAN
(Dalam Persentase)
SITC 1972 1980 1984
Seluruh Komoditi 5.623.874 (100) 46.324.219 (100) 47.909.183 (100)
0. Makanan  Binatang Hidup 16,8 9,6 95
1. Minuman dan Tembakau 11 05 0.4
2. Bahan Baku & Hasil Tambang 355 195 12,6
3. Minyak & Bahan Baku Lainnya 21,2 435 39,8
4. Minyak Nabati, Hewani & Lemak 45 2,8 33
5. Bahan Kimia & Hasil-hasilnya 0,5 0,6 12
6. Barang buatan pabrik 11,5 76 6,7
68 Logam Non-Besi (7,26) (4,28) (2,65)
63 Barang dari Gabus dan Kayu (2,58) (1,06) (1,47)
65 Benang Tenun dan Pakaian Jadi 0,77) (0,98) (1,13)
7. Mesin dan Alat Pengangkutan 4,26 9,72 18,23
77 Mesin Listrik (2,72) (6,19) (10,83)
75 Perlengkapan Elektronik dan Mesin Perkantoran (0,14) (0,29) (2,96)
76 Peralatan Telekomunikasi dan Alat Rekaman (0,92) (2,21) (2,71)
71 Mesin Pembangkit Listrik (0,03) (0,10) (0,63)
74 Mesin & Suku Cadang Industri Umum (0,03) 0,32) (0,62)
8. Barang-barang Pabrik yang Lain 3,39 5,15 7,16
84 Pakaian dan Ascsori (2,15) (2,70) (4,23)
89 Barang Olahan Pabrik yang Lain (0,71) (1,0) (1.55)
82 Mebel dan Perlengkapannya (0,05) (0,42) (0,50)
88 Peralatan Fotografi, Alat-alat Optik & Arloji (0,29) (0,58) 0,32)
87 Alat-alat keperluan profesi & pengetahuan (0,03) (0,13) (0,25)
9. Komoditi & Transaksi Lain 3,39 5,15 7,16

Sumber: Organisation for Economic Co-operation and Development, Foreign Trade by Commodities, Series C, Imports 1984,
Paris 1986.

Negara-negara ASEAN jarang sekali terlibat dalam kasus-kasus anti-
banting harga ini karena komposisi ekspor mereka masing-masing ke Amerika
Serikat tidak didominasi oleh bahan kimia dan produk baja di mana penyeli-
dikan anti-banting harga itu dipusatkan. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa

l4United States Trade Representative, Annua! Report of the President of the United States on

Trade Agreements Program 1984-1985, 28th Issue, Transmitted to Congress Februari 1986, hal.
181-189.
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negara-negara ASEAN bersikap acuh tak acuh terhadap tindakan anti-banting
harga. Dengan anggapan bahwa ekspor beberapa barang manufaktur akan
terus tumbuh dalam tingkat yang tinggi, negara-negara ASEAN akan segera
menjadi rawan seperti. Korea Selatan terhadap penyelidikan anti-banting
harga. Maka kebutuhan akan peraturan penyelidikan banting-harga yang
keras dan dapat dipertanggungjawabkan jelas terasa. Kenyataan bahwa seba-
gian besar penyelidikan banting-harga mempunyai laporan akhir yang negatif
merupakan tanda yang jelas tentang keputusan yang terlalu pagi untuk
dimulainya langkah-langkah itu yang dapat menyebabkan terganggunya arus
perdagangan tanpa alasan oleh tindakan anti-banting harga sementara. Maka
kondisi untuk dimulainya penyelidikan banting harga perlu diperketat dan
konsep yang berhubungan dengan anti-banting harga seperti harga normal
dan biaya rata-rata produksi dari perwakilan produser perlu diperjelas. Jelas
bahwa peranan GATT yang lebih besar diperlukan sejak awal hingga akhir
dari suatu penyelidikan banting harga. Kalau tidak, penyelidikan pradini akan
terus menyebarluar dan secara ironis merugikan peserta yang paling sukses
dalam pasar yang bersangkutan.

Hal yang lebih penting bagi negara-negara ASEAN adalah “’bea perim-
bangan” (countervailing duties) yang penggunaannya juga telah menyebar-
luas pada tahun-tahun belakangan ini. Amerika Serikat saja mengenakan bea
semacam ini dalam 21 kasus pada tahun 1983, 14 kasus pada tahun 1984 dan 9
kasus pada enam bulan pertama tahun 1985 sementara penyelidikan-penyeli-
dikan yang tak berdasar berjumlah 27 pada tahun 1983, 36 pada tahun 1984
dan 26 pada enam bulan pertama tahun 1985, sehingga menambah kecurigaan
bahwa penyelidikan subsidi juga seringkali dimulai tanpa bukti yang cukup.
Sampai dengan 31 Agustus 1985 sebanyak 70 penyelidikan sedang dijalankan
di Amerika Serikat,15 dan sehubungan dengan tindakan inilah negara-negara
ASEAN telah dimasukkan ke dalam kelompok sasaran bersama negara-
negara berkembang lebih maju yang paling menderita. Kepentingan negara-
negara ASEAN untuk ikut dalam usaha memperkuat peranan GATT dalam
mengawasi penyelidikan subsidi adalah jelas.

Baik penyelidikan banting harga maupun subsidi dapat menyebabkan
suatu peningkatan tekanan atas negara-negara yang bersangkutan untuk
menyetujui pengekangan ekspor sukarela, pengaturan pemasaran yang tertib,
penilaian minimal dan tindakan-tindakan serupa pada daerah kelabu kebijak-
sanaan perdagangan agar penyelidikan itu tidak menyebabkan tindakan
unilateral yang bisa jadi lebih keras daripada tindakan yang disetujui secara
’sukarela.”

Pengujian gangguan pasar, kerugian yang diderita oleh industri dalam
negeri akibat meningkatnya penetrasi impor dan praktek-praktek perdagang-
an yang tidak fair di pihak pengekspor, umumnya telah dilakukan secara sepi-
hak oleh negara pengimpor. Suatu GATT yang gagal untuk mengakhiri

x5lbid., hal. 191-197.
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praktek-praktek semacam ini pasti akan menjadi semakin tak berarti bagi per-
dagangan dunia yang semakin terpaksa menghabiskan setiap keuntungan
komparatif dalam waktu sesingkat mungkin mengikuti perpendekan siklus
kehidupan-produk dan meningkatnya kecepatan di mana barang-barang yang
dapat diperdagangkan dapat bergerak secara internasional. Juga tidak akan
cukup untuk mengambil berbagai tindakan kebijaksanaan daerah kelabu satu
persatu. Yang diperlukan adalah penguatan norma perlindungan GATT
(Pasal XII, XIX, XX, XXI dan XXIV) yang maksudnya adalah untuk mem-
bantu para penanda-tangan GATT untuk menyesuaikan diri pada kondisi
ekonomi yang berubah sedemikian rupa sehingga tak perlu lari ke kebijaksa-
naan proteksionis.

Pentingnya suatu perluasan ekspor produk manufaktur bagi perkembang-
an ekonomi negara-negara ASEAN di masa mendatang tidak bisa terlalu dite-
kankan. Menghadapi secara bersamaan penurunan struktural dalam per-
dagangan komoditi, penurunan pertumbuhan, menurunnya daya-tarik bagi
penanam modal asing dan pembayaran hutang yang tinggi, negara-negara
ASEAN tidak mempunyai pilihan lain kecuali melanjutkan peningkatan
ekspor produk-produk manufaktur yang pada gilirannya terpusatkan pada
sedikit jenis barang dan, dengan demikian, adalah rawan terhadap tindakan-
tindakan kebijaksanaan perdagangan yang hanya memerlukan suatu gang-
guan pasar untuk pengajuannya. Meskipun demikian, mungkin diperlukan
bertahun-tahun bagi berakhirnya putaran GATT yang baru. Suatu perjanjian
untuk berhenti dan mekanisme yang tepat untuk pelaksanaan dan pengawas-
annya - yang terakhir ini berkaitan dengan norma prosedural GATT - adalah
sangat penting bagi negara-negara ASEAN.

ASEAN DAN GATT

Tak dapat diragukan lagi bahwa kemampuan ASEAN untuk memperta-
hankan pertumbuhan sangat tergantung pada keterbukaan pasar-pasar luar
bagi ekspornya. Prospek ini akan tergantung pada kemajuan usaha dunia un-
tuk memperkuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dan lembaga-lembaga interna-
sional - GATT khususnya - dengan tujuan memelihara dan meningkatkan
suatu sistem perdagangan internasional yang terbuka dan suatu perangkat
peraturan perdagangan multilateral yang dapat dipercaya. Menghadapi per-
tumbuhan ekonomi global yang lambat untuk sisa-sisa tahun 1980-an dan
meningkatnya tekanan-tekanan proteksionis di negara-negara industri, tugas
di masa depan memang sukar.

Tetapi negara-negara ASEAN mempunyai taruhan yang besar dalam
pemeliharaan suatu sistem perdagangan terbuka. Memang tahun lalu negara-
negara ASEAN telah dicemaskan oleh pengerahan suatu undang-undang pro-
teksionis - Undang-undang Jenkins - di Kongres AS yang dikalahkan oleh
veto presiden. Itu menunjukkan ancaman dekat dari proteksionisme bagi
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negara-negara ASEAN, khususnya sehubungan dengan pasar AS yang akhir-
akhir ini telah menjadi pasar yang paling menarik untuk ekspor produk
manufaktur mereka. Dampak proteksionisme atas negara-negara berkembang
tidak dapat dinilai dengan mudah berdasarkan negara demi negara. Secara
menyeluruh, ia mempunyai efek distorsi pola perdagangan antara negara-
negara maju dan negara-negara berkembang. Tabel 9 menunjukkan perkiraan
resmi tentang efek Undang-undang Jenkins atas sejumlah negara Asia.

Tabel 9

EFEK UNDANG-UNDANG JENKINS PADA BEBERAPA NEGARA ASIA TERPILIH3

% Reduksi Ekspor Kerugian Devisa. Kerugian Lapangan Pekerjaan
Tekstil ke AS (Juta USS)
Cina 56 500 n.a.
Taiwan 47 1.000 70.000
Korea Selatan 33 1.000 35.000
Muangthai 64 185 30.000
Hongkong” 12 1.000 n.a.
Indonesia 85 214 7.300
Filipina 21 80 90.500

“Perkiraan liputan ekspor tekstil yang sudah tidak menjadi subyek kuota tetap.
37070 untuk Ekspor Non-MFA.

Sumber: Asian Pacific Monitor, Washington, D.C., Desember 1985.

Pada dasarnya, ada beberapa strategi untuk menghadapi tekanan-tekanan
proteksionis. Salah satu strategi itu adalah sifat dari tanggapan politis, baik
dalam konteks bilateral (misalnya, penggunaan ’’argumentasi keamanan”
oleh beberapa pihak dalam diplomasi dengan AS atau ancaman Cina untuk
mengambil tindakan balasan terhadap AS), atau dalam konteks regional
(penggunaan ASEAN oleh Singapura dalam menghadapi masalah GSP/pena-
hapan yang diajukan oleh AS dan Selandia Baru). Suatu strategi lain adalah
yang berdasarkan penerimaan atas proteksionisme sebagai suatu kenyataan
hidup dan bahwa ’’permainan” untuk mencoba melakukan maneuver di
sekitar itu haruslah dikuasai. Ini akan melibatkan lobbying yang canggih,
misalnya. Strategi ketiga berdasarkan anggapan bahwa proteksionisme tidak
akan efektif kalau negara-negara pengekspor secara terus-menerus meningkat-
kan kelebihan kompetitif mereka. Strategi keempat tergantung pada keyakin-
an bahwa proteksionisme dapat diawasi dengan memulihkan kredibilitas
sistem perdagangan internasional, GATT.

Mungkin strategi baru ASEAN akan merupakan gabungan dari keempat
strategi itu. Tetapi perlu bahwa ASEAN sebagai suatu kelompok lebih aktif
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menyalurkan kepentingan kebijaksanaan perdagangannya melalui GATT.
Semua anggota pendiri ASEAN telah ikut serta dalam GATT; Indonesia
sedini tahun 1949, Filipina sejak tahun 1979 pada akhir Tokyo Round, dan
Muangthai baru belakangan pada tahun 1982. Brunei mempunyai pendaftar-
an de facto dalam GATT, menunggu keputusan akhir tentang kebijaksanaan
komersialnya di masa mendatang. Apa pun strategi ASEAN, haruslah dengan
jelas mengemukakan masalah preferensi tarif, resiprositas, persyaratan,
selektifitas dan penahapan.

Perlakuan Istimewa

Impor dari negara-negara berkembang penerima skema GSP telah mening-
kat dari 27% impor yang dapat dikenakan bea pada tahun 1972 menjadi 31%
pada tahun 1980. Tetapi seperti yang telah ditunjukkan oleh berbagai peneliti-
an, beberapa faktor membatasi keuntungan skema GSP itu.l6 Salah satu
faktor itu ialah tidak dimasukkannya produk ’’sensitif” tertentu dari liputan
skema tersebut. Produk sensitif itu sebenarnya merupakan kepentingan
khusus negara-negara berkembang dan melibatkan apa yang dinamakan sek-
tor keuntungan komparatif negara-negara berkembang. Selanjutnya, tidak
dimasukkannya produk sensitif itu - seperti tekstil dan pakaian - dari perla-
kuan istimewa, sementara masukan ke produksi mereka dikenakan tarif yang
berkurang atau nol, akan meningkatkan tingkat perlindungan mereka yang
efektif. Faktor lain berhubungan dengan pembatasan bagian dari impor kese-
luruhan suatu barang khusus yang dapat diimpor dengan bea istimewa dari
penyalur tunggal. Di samping itu, dikeluarkannya skema untuk penahapan
produk (atau negara) seperti yang akan dibahas kemudian, mengurangi dam-
pak GSP.

Yang lebih penting adalah kenyataan bahwa batas preferensi yang dinik-
mati negara-negara berkembang di bawah GSP telah dan akan terus-menerus
terkikis oleh penurunan tarif MFN. Seperti disarankan beberapa waktu yang
lalu, keuntungan bagi negara-negara berkembang dari pengurangan tarif
MFN, dengan anggapan yang masuk akal, harus jauh melebihi kerugian per-
dagangan akibat pengurangan batas preferensi.l7 Barangkali negara-negara
berkembang harus memfokuskan usaha mereka untuk mendapatkan pe-
ngurangan tarif atas produk-produk sensitif itu selain mengatasi dengan lebih
efektif masalah *’penaikan tarif.” Sejauh ini, hasil dalam hal ini telah buruk
karena masalah-masalah ini ditangani dengan cara sedikit demi sedikit.

16Shailendra J. Anjaria, Naheed Kirmani and Arne B. Peterson, Trade Policy Issues and
Development, IMF Occasional Paper No. 38, Juli 1985, hal. 79.

I7Lihat Bela Balassa, ""The Tokyo Round and the Developing Countries,” World Bank Staff
Working Paper No. 370, Februari 1980, hal. 9-11.
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Diskusi di muka tentang masalah-masalah kebijaksanaan perdagangan
negara-negara ASEAN menimbulkan pertanyaan tentang kesibukan mereka
mempertahankan dan memperbesar perlakuan istimewa. Ini mungkin juga
berlaku bagi negara-negara berkembang sebagai suatu kelompok. Dengan
kata lain, satu unsur penting dalam pendekatan UNCTAD mungkin sudah
tidak efektif lagi. Tapi seharusnya itu tak berarti bahwa negara-negara secara
individu sebaiknya tidak mencoba mengoptimalkan keuntungan dari skema
yang ada. Indonesia, misalnya, secara konsisten kurang memanfaatkan
kesempatan untuk mengekspor di bawah skema GSP. Dari keseluruhan impor
GSP Jepang, bagian Indonesia tak pernah lebih dari 1%.

Pertanyaannya adalah sejauh manakah negara penerima keuntungan itu
bersedia menjadi ’sandera” dari *’perlakuan istimewa dan berbeda” melalui
pemberian kelonggaran GSP yang sebenarnya tidak ’mengikat.” Ambil
Muangthai sebagai contoh. Menyusul suatu ancaman dari Kantor Perwakilan
Perdagangan Khusus AS untuk memotong hak-hak GSP Muangthai, jtada
tanggal 16 September 1986 Pemerintah Muangthai memutuskan untuk melibe-
ralisasikan impor produk kedelai, mengubah Undang-undang Hak Cipta dan
mempercepat pengumuman Undang-undang Merek Dagang yang baru untuk
memberikan perlindungan yang pantas bagi pemilikan intelektual AS.18
Sementara tindakan yang diambil itu mungkin diinginkan (bagi Muangthai),
orang bertanya-tanya apakah ’’kaitan” itu seharusnhya dibenarkan. Tetapi
haruslah dicatat, bahwa dari keseluruhan ekspor Muangthai ke Amerika Seri-
kat pada tahun 1985 sekitar 15% berada di bawah GSP.

Resiprositas

Masalah ’’kaitan” seperti dibahas di atas mengarah pada suatu tinjauan
masalah resiprositas bilateral atau sektoral seperti termaktub dalam apa yang
dinamakan ’’gerakan resiprositas baru.’’19 Pendekatan agresif terhadap resi-
prositas ini telah dilakukan di AS dengan dikeluarkannya lebih dari 30
undang-undang di Kongres AS pada tahun 1982 yang menganjurkan resiprosi-
tas perdagangan. Undang-undang itu menganjurkan pembalasan terhadap
negara-negara yang tidak memberikan akses ke pasar ’’sangat serupa” dengan
yang mereka dapatkan di AS. Keagresifan pendekatan baru itu terletak lebih
pada ancaman untuk mengenakan rintangan perdagangan baru daripada tidak
memberikan liberalisasi baru.

Seperti yang dipraktekkan di masa lalu, resiprositas adalah suatu konsep
’menyeluruh” yang ditujukan pada perimbangan yang luas antara pengu-

{&Far Eastern Economic Review, 2 Oktober 1986, hal. 106.

I9Mengenai masalah ini dan diskusi seluruh bagian ini lihat William R. Cline, ’Reciprocity: A
New Approach to World Trade Policy?” dalam Trade Policy in the 1980s, ed. William R. Cline
(Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1983), hal. 121-158.
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rangan rintangan perdagangan yang diberikan oleh satu negara dan liberalisasi
yang didapatkan dari partner dagang utama negara itu dalam perundingan-
perundingan. Resiprositas yang baru itu, seperti diuraikan oleh Cline, bersifat
unilateral dan cenderung untuk mencari resiprositas bilateral dari hasil per-
dagangan dengan fokus pada negara-negara yang mempunyai surplus per-
dagangan dengan AS. Bahkan pendekatan resiprositas yang baru ini terutama
berasal dari meningkatnya frustrasi sehubungan dengen defisit perdagangan
bilateral AS dengan Jepang.20 Tambahan pula, ia adalah sektoral karena ditu-
jukan pada perlakuan simetris atau resiprokal pada sektor-sektor khusus.
Maka pada keduanya ada unsur kesewenang-wenangan yang tidak hanya
merugikan sistem perdagangan multilateral (akibat penyebaran perjanjian
bilateral) tapi juga karena mungkin hal itu bertentangan dengan prinsip keun-
tungan komparatif.

Ada juga bahaya bahwa resiprositas yang baru itu akan memaksa negara-
negara yang tunduk ke posisi yang melalaikan kewajiban MFN-nya terhadap
pihak ketiga. Demikianlah tampaknya halnya dalam penerapan jadwal tarif
berbeda untuk kayu lapis oleh Jepang terhadap AS di satu pihak dan In-
donesia di lain pihak.

Negara-negara berkembang pada umumnya dan negara-negara ASEAN
khususnya perlu memeriksa perkembangan ini lebih dekat dan menilai posisi
mereka terhadap masalah resiprositas. Bahkan dalam GATT pengecualian
utama dalam hal resiprositas adalah bahwa kewajiban secara efektif dilepas-
kan dalam hal negara-negara berkembang. Ini telah dianggap tidak lebih dari-
pada sebagai pengakuan de facto atas struktur kekuasaan yang inheren pada
GATT. Haruskah negara-negara berkembang sebagai suatu kelompok terus
melakukan hal itu sementara di tengah-tengah mereka beberapa NICs telah
mengembangkan dasar industri mereka sampai tingkat yang cukup untuk
menghormati prinsip resiprositas? Pertanyaan ini seharusnya merupakan inti
dari apa yang dinamakan masalah penahapan yang akan dibahas kemudian.
Bagian lain dari masalah yang sama adalah pertanyaan bagaimana sistem
multilateral yang ada dapat menampung tuntutan atas resiprositas yang lebih
berimbang dan menyeluruh.

Suatu alternatif untuk hal ini seperti disarankan oleh Cline adalah penggu-
naan yang lebih aktif dari Pasal XXIIl GATT (multifikasi dan pelemahan),
dan Pasal XXVIII (pencabutan kelonggaran). Pasal XXIIl memberi sebuah
negara hak untuk mencari kompensasi untuk multifikasi dan pelemahan (im-
pairment) dari kelonggaran perdagangan yang lalu oleh negara-negara lain,
misalnya sebagai akibat dari NTB yang baru atau yang tak terlihat sebelum-
nya. Pasal XXVIII membolehkan sebuah negara untuk mencabut kelonggaran
perdagangan yang terdahulu.

201bid., hal. 125.
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Persyaratan dan Selektifitas

Masalah perlakuan MFN bersyarat berkaitan erat dengan pendekatan
terhadap resiprositas. Perlakuan MFN tak bersyarat melibatkan resiprositas
’menyeluruh” sementara perlakuan MFN bersyarat secara tak langsung men-
cakup penilaian bilateral yang sempit atau sektoral, yang pada hakikatnya
melibatkan unsur diskriminasi.

Maka hal ini menunjukkan pentingnya usaha untuk mendapatkan jalan
keluar dalam GATT, meskipun jalan keluar itu akan membolehkan tindakan-
tindakan unilateral - tetapi hanya sebagai jalan terakhir. Pasal XXVIII dapat
digunakan jika dan bilamana dukungan multilateral untuk suatu tindakan
Pasal XXIII tidak bisa didapatkan. Tindakan unilateral dalam hal ini akan
tetap tunduk pada perlakuan MFN tak bersyarat.

Masalah persyaratan penting sebab pada tahun-tahun belakangan ini ter-
jadi erosi MFN tak bersyarat yang serius. Penyimpangan paling drastis dari
MFN tak bersyarat telah terjadi pada MFA dan dalam berbagai VER yang
telah timbul di luar sistem GATT. Peraturan NTB dari Tokyo Round,
khususnya yang menyangkut Bea Subsidi dan Perimbangan serta Pembelian
Pemerintah, yang dibuat bersyarat sesuai dengan status penanda-tangan,
mempunyai efek secara implisit memasukkan persyaratan ke dalam sistem
GATT. Sebenarnya GSP sendiri adalah penyimpangan besar dari MFN.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah sangat tidak senang
dengan persyaratan aturan-aturan NTB, khususnya yang menyangkut Bea
Subsidi dan Perimbangan.2l Indonesia dan Filipina telah menyetujui peratur-
an itu. Tetapi pembongkaran MFA dan penerapan peraturan NTB yang tak
bersyarat akan berarti bahwa non-resiprositas tak dapat lagi diterima. GSP
juga akan berada pada dasar yang goyah.

Penyimpangan dari ketentuan MFN juga telah menyebabkan diciptakan-
nya konsep ’’gangguan pasar” yang memberikan legitimasi bagi para peme-
rintah untuk memberlakukan pengekangan bilateral yang bersifat diskriminasi
dan, dengan demikian, selektifitas. Ada beberapa pandangan yang menyaran-
kan agar pihak-pihak peserta GATT diperbolehkan untuk menerapkan tin-
dakan perlindungan hanya terhadap impor dari negara-negara yang tampak-
nya telah menyebabkan ’kerugian.” Dengan kata lain, hanya yang ’’bersa-
lah” saja yang seharusnya dikenai tindakan perlindungan itu.22

Kegagalan Tokyo Round untuk merundingkan peraturan perlindungan
terutama disebabkan oleh masalah selektifitas itu. Peraturan tentang perlin-

2'Lihat Bagian Il dari laporan Pacific Perspectives on Trade Policy Issues (Seoul: Korea
Development Institute, Februari 1985) yang disunting oleh Young Soogil, di bagian tentang
’Tanggapan-tanggapan terhadap Survei tentang Masalah-masalah bagi MFN Global Baru.”

22Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pemikiran ini lihat Cline, Trade Policy in the 1980s.
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dungan yang ada tercantum dalam Pasal XIX GATT, apa yang dinamakan
escape clause. Pasal ini membolehkan sebuah negara untuk memberlakukan
pengekangan impor dalam hal kerugian yang serius -- atau ancaman akan hal
itu - bagi para produser domestik. Pengekangan itu harus diterapkan secara
non-diskriminatif dan dapat menjadi sasaran tindakan balasan dalam bentuk
pencabutan kelonggaran serupa.

Penyebarluasan QR tampaknya berhubungan dengan kegagalan untuk
mengatasi secara efektif masalah gangguan pasar secara multilateral dan non-
diskriminatif. Memang, MFA adalah bentuk terkasar dari QR di mana pene-
rapannya yang diskriminatif itu ditujukan khususnya terhadap negara-negara
berkembang. Sebenarnya ini adalah penyimpangan pertama yang besar dari
peraturan GATT dan akarnya dapat ditelusuri kembali pada pengekangan
atas ekspor tekstil Jepang dalam tahun 1950-an.23

Pada dasarnya, tujuan dari suatu peraturan perlindungan yang baru
adalah untuk membatasi penggunaan pengekangan perdagangan dalam hal
’gangguan pasar.” Pada prinsipnya, ini ditujukan pada akibat-akibat yang
mengganggu dari bentuk pergeseran keuntungan komparatif yang melekat
pada pertumbuhan dinamis ekonomi dunia. Adalah dari sudut pandangan ini
bahwa masalah perlindungan ini harus diberikan prioritas yang tinggi oleh
negara-negara ASEAN. Jelas pula bahwa *’selektifitas” samasekali tidak kon-
sisten dengan masalah-masalah yang seharusnya diatur oleh peraturan itu.

Penahapan

Prinsip penahapan, seperti diuraikan dengan sangat jelas dalam keputusan
Tokyo Round tentang ’’Perlakuan Berbeda dan Lebih Menguntungkan,
Resiprositas dan Partisipasi Lebih Penuh Negara-negara Berkembang”
sebenarnya dimasukkan atas desakan negara-negara maju sebagai suatu paket
perjanjian bersama dengan legitimisasi perlakuan istimewa dan berbeda bagi
negara-negara berkembang. Prinsip ini menyarankan bahwa ’’sebagaimana
kemampuan mereka untuk memberi sumbangan atau merundingkan kelong-
garan atau mengambil tindakan lain yang disetujui bersama - akan mem-
baik,” begitu pula kemampuan mereka ’untuk berpartisipasi lebih penuh
dalam kerangka hak dan kewajiban di bawah Perjanjian Umum.” Tetapi,
tidak ada ketentuan khusus yang diuraikan untuk menjalankan prinsip ini.

Undang-undang Perdagangan AS tahun 1984 memasukkan suatu perpan-
jangan delapan setengah tahun untuk GSP tapi pada saat yang sama - untuk
periama kalinya — memasukkan unsur-unsur penahapan yang berdasarkan
pendapatan per kapita, yang didefinisikan sebagai di atas US$8.500. Di sam-
ping itu pemenuhan syarat dihubungkan dengan penghormatan negara pene-

23Lihat Ying-Pik Choi, Hwa Soo Chung and Nicolas Marian, The Multi-Fibre Arrangements
in Theory and Practice (Dover, New Hampshire: Frances Pinter Publisher, 1985).
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rima terhadap pemilikan intelektual. Undang-undang itu memasukkan juga
langkah-langkah resiprositas yang membolehkan Presiden AS untuk mem-
balas apabila rintangan terhadap ekspor AS tidak dihapuskan melalui perun-
dingan.

Berdasarkan Undang-undang itu, tahun lalu AS mencoba untuk mencabut
hak istimewa di bawah GSP bagi ekspor oven microwave dan barang-barang
elektronika (termasuk pesawat TV) dari Singapura. Selandia Baru juga men-
coba untuk ’menahapkan” Singapura dari skema GSP-nya atas dasar bahwa
penghasilan per kapita Singapura (dan Brunei) melebihi 70% dari Selandia
Baru.24 Penahapan negara ini — bukannya penahapan produk - telah menim-
bulkan kecemasan, khususnya pada negara-negara industri baru dan negara-
negara berkembang lain yang lebih kaya. la juga dilihat, sebenarnya, sebagai
suatu ancaman terhadap kemanjuran yang berlanjut dari pendekatan
UNCTAD, yang didasarkan pada pemikiran ’’Selatan yang bersatu dan
homogen.” Adalah dalam semangat ini bahwa ASEAN telah tegas dalam
mendukung tantangan Singapura terhadap gerakan ’’penahapan” oleh
negara-negara donor GSP tertentu. Kritik UNCTAD bahwa penerapan luwes
dari konsep penahapan itu menyebabkan hal itu menjadi sekadar ’alat untuk
mendapatkan konsesi dalam perundingan” tampaknya beralasan.25 Tetapi
sebenarnya itulah yang dituju oleh konsep itu.

Daripada mempunyai suatu sistem yang menyebabkan dibentuknya MFA
yang lain sehubungan dengan munculnya Jepang yang lebih banyak - khusus-
nya di Asia Timur — mungkin lebih baik mencari jalan di mana konsesi oleh
negara-negara industri baru dapat dirundingkan secara multilateral dalam
sistem GATT. Bagaimanapun GATT adalah sebuah forum yang didirikan un-
tuk keperluan itu.

Hufbauer dan Schott menyarankan bahwa konsesi yang kiranya akan
diminta dari negara-negara berkembang akan melibatkan: (a) liberalisasi,
yang lajunya harus ditahapkan sesuai dengan tingkat pembangunan dan kea-
daan neraca pembayaran setiap negara; dan (b) konsesi yang lebih besar dari
negara-negara industri baru daripada dari negara-negara berkembang lainnya
dan yang dapat mengambil bentuk perubahan dari QR ke tarif, pengurangan
lebih jauh atas tarif tinggi yang tak masuk di akal, ’’pengikatan” tarif,
pengurangan pengekangan untuk penanaman modal yang berhubungan
dengan perdagangan, dan pembongkaran persyaratan perdagangan balasan26
(countertrade). Adalah untuk kepentingan ASEAN sendiri untuk terlibat
secara aktif dalam perundingan tentang penahapan dan konsesi yang dilibat-
kannya.

uFar Eastern Economic Review, 23 Mei 1985 dan 13 Juni 1985.

25UNCTAD, Trade and Development Report, 1984 (New York: United Nations, 1985), hal.
75.

26Lihat Hufbauer and Schott, *’Trading for Growth,” hal. 36.
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Pembahasan di atas dengan jelas menunjukkan pentingnya suatu keterli-
batan aktif ASEAN dalam babak ke delapan perundingan perdagangan multi-
lateral, Uruguay Round bagi negara-negara ASEAN sendiri. ASEAN telah
mendirikan sebuah kelompok yang dinamakan ASTO (ASEAN Senior Trade
Officials) yang bertemu secara teratur untuk secara sistematis menyiapkan
posisi ASEAN dalam berbagai masalah yang akan dimasukkan ke dalam
agenda pertemuan yang baru itu.

ASEAN telah berkonsultasi tentang pertemuan yang baru itu sejak Perte-
muan Menteri Ekonomi ASEAN yang ke-14 bulan November 1982 untuk
mempersiapkan Pertemuan Menteri GATT dalam bulan yang sama. Sejak
awalnya, ASEAN telah mempunyai pikiran yang terbuka tentang pertemuan
yang baru itu. Sementara juga ikut merasakan kekecewaan negara-negara ber-
kembang terhadap hasil Tokyo Round dan pelaksanaan Program Kerja Men-
teri GATT 1982, ASEAN tidak mengambil sikap bermusuhan seperti halnya
Brasil dan India.

Dalam komite persiapan GATT, yang ditugasi penyusunan agenda dan
prosedur pembicaraan, pada mulanya dua naskah telah diajukan. Satu, yang
disusun oleh sembilan negara industri yang lebih kecil - enam anggota EFTA
ditambah dengan Australia, Selandia Baru dan Kanada, dianggap lemah
dalam hal yang menjadi kepentingan utama negara-negara berkembang. Yang
lainnya, yang disusun oleh 10 negara berkembang, bahkan samasekali tidak
mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan baru. Bahkan pertemuan
baru itu dibuat bersyarat pada persetujuan sebelumnya oleh negara-negara in-
dustri untuk menghentikan dan membongkar tindakan-tindakan proteksionis
- khususnya di bidang tekstil dan pakaian; pengerasan peraturan perlindung-
an dan membatalkan tuntutan untuk konsesi balasan dari negara-negara
berkembang. Naskah itu juga tidak memberi perhatian pada apa yang dinama-
kan ’masalah-masalah baru” - perdagangan di bidang jasa, perlindungan
hak milik intelektual dan kebijaksanaan penanaman modal yang berhubungan
dengan perdagangan. Dilaporkan bahwa negara-negara berkembang sebagai
suatu kelompok tidak bersatu mendukung naskah ini dan ASEAN secara tegas
menentangnya.2?

Naskah rencana kompromi, yang disponsori oleh Swiss dan Colombia,
memberi beberapa konsesi penting bagi kepentingan negara-negara berkem-
bang. Produk tropis dan sumberdaya alam benar-benar dimasukkan ke dalam
agenda.

21Far Eastern Economic Review, 17 Juli 1986, hal. 62-63.



